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ABSTRAK 

PERANi OTORITASi JASAi KEUANGANi DALAMi PENGATURANi DANi 

PENGAWASANi TERHADAPi KEGIATANi LEMBAGAi KEUANGANi 

MIKROi DIi PROVINSIi LAMPUNGi  

(Studii Padai Kantori Otoritasi Jasai Keuangani Lampung) 

 

Oleh 

TRINIVOi TANOUCHI 

 

Lembagai Keuangani Mikroi (LKM)i adalahi lembagai keuangani yangi didirikani 

untuki memberikani jasai pengembangani usahai dani pemberdayaani masyarakat.i Dii 

Provinsii Lampungi terdapati 11i LKMi yangi beragami yangi dimanai dapati timbuli 

beberapai permasalahan.i Perani OJKi dalami pengaturani dani pengawasani diperlukani 

dalami rangkai mengawasii perkembangani LKMi yangi dinamis,i stabili dani 

berkelanjutani sertai memberii rasai amani atasi perlindungani terhadapi konsumen.i 

Permasalahani dalami penelitiani inii adalahi bagaimanakahi perani OJKi dalami 

pengaturani dani pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani mikroi dii 

Provinsii Lampungi dani bagaimanakahi hambatani yangi dihadapii olehi OJK. 

Penelitiani inii menggunakani jenisi penelitiani hukumi normatifi empirisi dengani tipei 

penelitiani deskriptif.i metodei pendekatani masalahi dengani pendekatani perundang-

undangani dani pendekatani noni judiciali casei study.i Metodei pengumpulani datai 

dalami penelitiani inii ialahi studii kepustakaani dani wawancara,i sertai analisisi datai 

yangi digunakani adalahi analisisi datai kualitatif.i Narasumberi padai penelitiani inii 

Pengawasi Industrii Keuangani Noni Banki OJKi Provinsii Lampung. 

Hasili penelitiani dani pembahasani menunjukani bahwai OJKi Provinsii Lampungi 

telahi berperani secarai optimali dalami pengawasani operasionali LKM,i pengawasani 

yangi dilakukani olehi OJKi Lampungi melaluii pengawasani oni sitei dani pengawasani 

offi sitei meliputii pengawasani langsungi dani pengawasani tidaki langsung.i OJKi 

dalami prosesi pengaturani dani pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani 

mikroi dii Provinsii Lampungi tidaki mengalamii hambatan,i hanyai sajai terjadinyai 

permasalahani yaitui kuantitasi dani kualitasi SDMi LKMi yangi belumi dapati 

sepenuhnyai menunjangi kegiatani operasionali LKM. 

Sarani dalami penelitiani inii OJKi Provinsii Lampungi diharapkani dapati melakukani 

pembinaani SDMi LKMi agari berkualitasi sehingai dapati menunjangi kegiatani 

operasionali LKM.i OJKi diharapkani dalami membuati peraturani terkaiti pembinaan,i 

pengaturani dani pengawasani harusi secarai tegasi dijelaskani didalami peraturan. 

Katai Kuncii :i Lembagai Keuangani Mikro,i OJK,i Pengaturani dani Pengawasan 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latari Belakangi Masalah 

Otoritasi Jasai Keuangani ataui biasai disebuti OJKi adalahi lembagai negarai 

independeni yangi bebasi darii campuri tangani pemerintah.i Berdasarkani Amanahi 

Pasali 34i Undang-Undangi Nomori 23i tahuni 1999i tentangi Banki Indonesiai 

sebagaimanai diubahi dengani Undang-Undangi Nomori 3i tahuni 2004i tentangi 

Perubahani atasi Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 23i Tahuni 1999i 

tentangi Banki Indonesiai telahi lahiri Undang-Undangi Nomori 21i tahuni 2011i tentangi 

Lembagai Otoritasi Jasai Keuangani (OJK).i Undang-Undangi tersebuti diberlakukani 

mulaii 1i Januarii 2013.i Lembagai Independeni tersebuti akani ditugaskani untuki 

mengaturi dani mengawasii lembagai keuangani banki dani non-bank.i Lembagai 

keuangani non-banki sepertii Asuransi,i Danai Pensiun,i Bursai Effek/Pasari Modal,i 

Modali Ventura,i Perusahaani Anjaki Piutang,i reksadana,i dani perusahaani 

pembiayaan.i Bersamaani dengani mulaii beroperasinyai lembagai tersebut,i makai 

sejaki republiki inii berdirii barui pertamai kalinyai lahiri Lembagai Otoritasi Jasai 

Keuangani (OJK)i yangi mengawasii lembagai secarai terintegrasii yaitui lembagai 

keuangani banki dani noni bank.i OJKi selaini berfungsii untuki pengaturani dani 

pengawasan,i OJKi jugai memilikii kewenangan,i pemeriksaani dani penyidikan. 

OJKi yangi merupakani lembagai independeni inii mengambili alihi tugasi pengawasani 

keuangani banki dani noni banki yangi selamai inii dilakukani olehi Banki Indonesiai 
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sebagaii pengawasi Banki dani Bapepam-LKi untuki lembagai keuangani noni banki 

sebagaimanai disebutkani dii atas.i OJKi memilikii aspek-aspeki independensii darii 

kewenangani dalami pengaturani perundang-undangani yangi diaturi dalami Undang-

Undangi OJKi tercantumi dengani tegasi dani jelas,i yaitui OJKi dibentuki dani i dilandasii 

olehi prinsip-prinsipi tatai kelolai yangi meliputii independensi,i akuntabilitas,i 

tanggungi jawab,i transparansi.i Tujuani i independensii OJKi inii diperlukani agari 

kemampuani dalami mengaturi dani mengawasii jalannyai lembagai keuangani dii 

Indonesiai dapati dii lakukani dengani baiki dani tegas.1i  

Berdasarkani Pasali 5i Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi OJKi 

menyebutkani bahwai OJKi berfungsii menyelenggarakani sistemi pengaturani dani 

pengawasani yangi terintegrasii terhadapi keseluruhani kegiatani dii dalami sektori jasai 

keuangan.i OJKi dibentuki dengani tujuani agari keseluruhani kegiatani jasai keuangani 

dii dalami sektori jasai keuangani terselenggarai secarai teratur,i adil,i transparan,i dani 

akuntabel,i sertai mampui mewujudkani sistemi keuangani yangi tumbuhi secarai 

berkelanjutani dani stabili dani jugai mampui melindungii kepentingani konsumen.i 

OJKi diharapkani dapati mendukungi kepentingani sektori jasai keuangani nasionali 

sehinggai mampui meningkatkani dayai saingi nasional,i selaini itui jugai mampui 

menjagai kepentingani nasionali yangi meliputii sumberi dayai manusia,i pengelolaan,i 

pengendalian,i dani kepemilikani dii sektori jasai keuangan,i dengani tetapi 

mempertimbangkani aspeki positifi globalisasi.2 

                                                      
1 Irfan Fahmi, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, Bandung, 

Alfabeta, hlm. 16 
2 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 



3 

 

OJKi i merupakani lembagai terintegrasii terhadapi keseluruhani sistemi pengaturani 

dani pengawasani kegiatani dii dalami sektori jasai keuangan.3i Sektori jasai keuangani 

tersebuti yaitui kegiatani jasai keuangani dii sektori perbankan,i kegiatani jasai keuangani 

dii sektori pasari modali dani kegiatani jasai keuangani dii sektori perasuransian,i danai 

pensiun,i lembagai pembiayaan,i dani lembagai jasai keuangani lainnya.i Lembagai jasai 

keuangani laini yangi dinyatakani diawasii olehi OJKi berdasarkani peraturani 

perundang-undangani adalahi lembagai keuangani mikroi sebagaimanai diaturi dii 

dalami Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2013i tentangi Lembagai Keuangani Mikroi 

(untuki selanjutnyai disebuti UUi LKM).i  

Lembagai keuangani mikroi merupakani sebuahi lembagai yangi hadiri sebagaii salahi 

satui solusii untuki mengatasii kemiskinani dii Indonesia.i Kemiskinani masihi menjadii 

masalahi utamai yangi dihadapii Indonesiai padai saati inii yangi dii manai kemiskinani 

merupakani implikasii darii beberapai faktori yangi bersifati multii dimensiali baiki 

sosiali ekonomi,i budayai maupuni politik.i Upayai pengentasani kemiskinani tersebuti 

dapati dilakukani dengani melakukani pemberdayaani masyarakati miskini dan/ataui 

berpenghasilani rendahi dengani membukai Usahai Mikroi Kecili dani Menengahi 

(UMKM)i secarai optimal. 

Usahai Mikroi Kecili dani Menengahi (UMKM)i dalami perkembangannyai 

dihadapkani berbagaii permasalahan.i Permasalahani tersebuti antarai laini darii aspeki 

permodalan,i kemampuani manajemeni usaha,i dani kualitasi sumberi dayai 

pengelolanya.4i Permasalahani lainnyai terdirii darii keterbatasani sumberi dayai 

                                                      
3 Kasmir, 2015, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 322 
4 Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah 

Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 
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manusia,i masalahi bahani bakui maupuni keterbatasani teknologi.i Beberapai faktori 

tersebuti yangi menjadii faktori kendalai utamai adalahi keterbatasani modali yangi 

dimilikii dani keterbatasani usahai mikroi kecili dani menengahi dalami mengaksesi 

lembagai perbankani formal.i Hali inii yangi dapati menghambati perkembangani darii 

usahai tersebut.i i Salahi satui solusii atasi kendalai tersebuti adalahi dengani 

mendapatkani pembiayaani modali untuki mengembangkani usahai tersebuti yaitui 

dalami hali inii adalahi pendanaani usahai masyarakati dengani pemberiani krediti mikroi 

darii lembagai keuangani mikro. 

Lembagai keuangani mikroi menuruti ketentuani Pasali 1i Ayati (1)i UUi LKMi yaitui 

lembagai keuangani yangi didirikani khususi untuki memberikani jasai pengembangani 

usahai dani pemberdayaani masyarakat,i baiki melaluii pinjamani ataui pembiayaani 

dalami usahai skalai mikroi kepadai anggotai dani masyarakat,i pengelolaani simpanan,i 

maupuni pemberiani jasai konsultasii pengembangani usahai yangi tidaki sertai mertai 

mencarii keuntungan.i Pengertiani tersebuti mengandungi maknai bahwai lembagai 

keuangani mikroi merupakani sebuahi institusii profiti motivei yangi jugai bersifati sociali 

motive,i yangi kegiatannyai lebihi bersifati communityi developmenti dengani tanpai 

mengesampingkani perannyai sebagaii lembagai intermediasii keuangan.5i Lembagai 

keuangani mikroi yangi jugai berfungsii sebagaii lembagai intermediasii melaksanakani 

kegiatani simpani pinjam,i yangi aktifitasnyai disampingi memberikani pinjamani jugai 

dituntuti untuki memberikani kesadarani menabungi kepadai masyarakat,i terutamai 

masyarakati berpenghasilani rendah.6 

                                                      
5 I Gde Kajeng Baskara, “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia”,  Jurnal Buletin Studi 

Ekonomi Vol. 18 No. 2, 2013, hlm. 115 
6 Ibid, hlm. 115 
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Dii Indonesia,i lembagai keuangani mikroi dapati dibagii menjadii tiga,i yaitui lembagai 

bank,i koperasi,i dani noni banki ataui noni koperasi.i Lembagai banki termasuki 

didalamnyai banki umum,i yangi menyalurkani krediti mikroi ataui mempnyaii uniti 

mikroi sertai banki syariahi dani uniti syariah.i Lembagai keuangani mikroi dani jenisi 

layanani keuangani mikroi yangi banyaki dani beragami dii Indonesiai dapati 

menimbulkani permasalahani yangi kemudiani dapati menyebabkani tingkati 

keberlangsungani usahai ataui sustainabilityi lembagai keuangani mikroi maupuni 

programi keuangani mikroi menjadii rendah.i Permasalahani yangi dapati timbuli 

dikarenakani begitui banyaki dani beragamnyai lembagai keuangani mikroi dani jenisi 

layanani keuangani mikroi dii Indonesiai sehinggai menyebabkani sulitnyai melakukani 

mappingi ataui pemetaan,i pengawasan,i dani evaluasii layanani keuangani sertai 

tumpangi tindihnyai aturan,i kewenangan,i dani cakupani luasi layanani lembagai 

keuangani mikroi yangi memberikani andili dalami sulitnyai menerapkani strategii 

pengembangani yangi tepati untuki lembagai keuangani mikro.7 

Berdasarkani penelitiani awali yangi dilakukani penulis,i terdapati 11i lembagai 

keuangani mikroi yangi adai dii Provinsii Lampungi yangi terdirii atasi 7i lembagai 

keuangani mikroi konvensionali dani 4i lembagai keuangani mikroi syariah.8i Atasi dasari 

hali tersebut,i makai diperlukani pelaksanaani pengaturani dani pengawasani yangi 

dilakukani olehi Otoritasi Jasai Keuangani terhadapi lembagai keuangani mikroi 

khususnyai dii Provinsii Lampung.i Pengaturani dani pengawasani inii dalami rangkai 

mengawasii perkembangani lembagai keuangani mikroi yangi dinamisi dani 

mewujudkani industrii keuangani mikroi yangi tangguh,i kontributif,i inklusif,i sertai 

                                                      
7 Ibid, hlm. 115 
8 Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Pengawas Industri Keuangan Non Bank 

OJK Provinsi Lampung, Senin 25 November 2023 
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berkontribusii untuki menjagai sistemi keuangani yangi stabili dani berkelanjutani dani 

jugai memberikani rasai amani atasi perlindungani terhadapi konsumen. 

Berdasarkani latari belakangi dii atas,i makai penulisi ingini menelitii tentangi perani 

pengaturani dani pengawasani yangi dilakukani OJKi terhadapi Lembagai Keuangani 

Mikroi sesuaii dengani Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi Otoritasi 

Jasai Keuangani dani Peraturani Otoritasi Jasai Keuangani Nomori 14/POJK.05/2014i 

tentangi Pembinaani dani Pengawasani Lembagai Keuangani Mikro.i Dalami 

praktiknyai sejauhi manai kegiatani fungsii dani tugasi sertai implementasii perani OJKi 

dalami melakukani tugasi pengaturani dani pengawasan.i Hali inilahi yangi menjadii idei 

dasari dilakukannyai penelitian.i Olehi karenai itui sayai sebagaii penulisi ingini 

melakukani penelitiani lebihi lanjuti yangi akani dituangkani dalami bentuki penulisani 

skripsii dengani judul:i “Perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami Pengaturani dani 

Pengawasani terhadapi Kegiatani Lembagai Keuangani Mikroi dii Provinsii 

Lampungi (Studii Padai Kantori Otoritasi Jasai Keuangani Lampung)”i  

 

1.2 Rumusani Masalah 

Berdasarkani uraiani latari belakangi dii atas,i dalami perumusani penelitiani inii 

dituangkani dalami rumusani masalahi sebagaii berikuti :i  

1. Bagaimanakahi perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami pengaturani dani 

pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani mikroi dii Provinsii Lampung? 

2. Bagaimanakahi hambatani yangi dihadapii Otoritasi Jasai Keuangani dalami prosesi 

pengaturani dani pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani mikroi dii 

Provinsii Lampung? 
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1.3 Ruangi Lingkup 

Ruangi lingkupi darii penelitiani inii terdirii darii ruangi lingkupi bidangi ilmui dani kajiani 

pembahasan.i Ruangi lingkupi dalami bidangi ilmui padai penelitiani inii adalahi hukumi 

keperdataan.i Ruangi lingkupi kajiani pembahasani ialahi bagaimanai pelaksanaani 

Perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami pengaturani dani pengawasani terhadapi 

kegiatani lembagai keuangani mikroi khususnyai dii Provinsii Lampung. 

 

1.4 Tujuani Penelitian 

Berdasarkani masalah-masalahi dii atas,i makai tujuani dalami penelitiani inii adalahi : 

1. Untuki mengetahuii perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami pengaturani dani 

pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani mikroi dii Provinsii Lampungi 

sesuaii dengani Undang-Undangi dani i Peraturani Otoritasi Jasai Keuangani yangi 

berlaku. 

2. Untuki menganalisisi hambatani yangi dihadapii olehi Otoritasi Jasai Keuangani 

dalami prosesi pengaturani dani pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani 

mikroi dii Provinsii Lampung. 

 

1.5 Kegunaani Penelitian 

Penelitiani inii diharapkani dapati bergunai yangi mencakupi kegunaani teoritisi dani 

kegunaani praktis,i yaitui : 

1.5.1 Kegunaani Teoritis 

Penelitiani inii diharapkani dapati menambahi pengetahuani dani wawasani dalami ilmui 

pengetahuani untuki masyarakati luasi tentangi bidangi ilmui hukumi terutamai hukumi 

perdata.i Selaini itui memberikani kontribusii terhadapi akademisii dani praktisii untuki 

pengetahuani dibidangi hukumi keperdataan. 
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1.5.2 Kegunaani Praktis 

Penelitiani inii diharapkani dapati memberikani kegunaani praktis,i sebagaii berikuti : 

1. Diharapkani darii hasili penelitiani inii dapati memberikani masukani sertai 

memberikani hasili pemikirani penulisi kepadai pihak-pihaki yangi berwenangi 

dalami pengaturani dani pengawasani terhadapi lembagai keuangani mikroi 

khususnyai dii Provinsii Lampung 

2. Diharapkani darii hasili penelitiani inii memberikani informasii yangi terkaiti 

dengani perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami pengaturani dani i pengawasani 

terhadapi kegiatani lembagai keuangani mikroi khususnyai dii Provinsii Lampung 

3. Sebagaii upayai pengembangani kemampuani dani pengetahuani hukumi bagii 

penulisi dalami lingkupi hukumi keperdataan. 
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II. TINJAUANi PUSTAKA 

2.1 Tinjauani Umumi Otoritasi Jasai Keuangan 

2.1.1 Sejarahi Otoritasi Jasai Keuangan 

OJKi dibentuki sebagaii lembagai yangi terintegrasii dalami pengawasani jasai 

keuangan.9i Undang-Undangi mengenaii OJKi belumi jugai selesaii padai akhiri tahuni 

2010i dimanai perencanaani awali UUi inii disahkani padai rapati paripurnai 17i 

Desemberi 2010i tetapii tidaki dapati terlaksana.i Pemerintahi besertai DPRi tidaki 

menyepakatii mengenaii strukturi dani tatai carai pembentukani Dewani Komisioneri 

Otoritasi Jasai Keuangan,i yangi dimanai pemerintahi mengusulkani Dewani 

Komisioneri terdirii darii tujuhi anggotai dani duai orangi diantaranyai merupakani ex-

officioi yangi otomatisi berasali darii Kementriani Keuangani dani Banki Indonesia.10 

Pengesahani Rancangani Undang-Undangi tentangi OJKi dilakukani padai Oktoberi 

2011i dalami Rapati Paripurnai DPR,i ketuai DPRi yaknii Priyoi Budii Santosoi 

menyetujuii Rancangani Undang-Undangi tentangi OJKi menjadii Undang-Undangi 

dengani hasil: 

1. Fungsii penyelidikani dani penyidikani Otoritasi Jasai Keuangani disepakati; 

2. Masai transisii BIi yaitui 3i tahuni sejaki Otoritasi Jasai Keuangani diundangkanni 

ataui akhiri 2014,i untuki Bapepam-LKi harusi sudahi meleburi padai akhiri 2012; 

                                                      
9 Sulistio Tito, 2004, Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasal Modal, 

Privatisasi dan Konglomerasi Lokal, Jakarta, The Investor, hlm. 252 
10 OJK, Liputan Khusus OJK: Selamat Datang Wasir Baru Industri Keuangan, diunduh 

pada 22 Mei 2023, pukul 18.50 PM dari http://lipsus.kontan.co.id 

http://lipsus.kontan.co.id/
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3. Dewani Komisioneri harusi sudahi dipilihi padai junii 2012i yangi manai panitiai 

penyeleksii caloni DKi dipimpini olehi Menterii Keuangan. 

Presideni membentuki Panitiai Seleksii pemilihani sembilani caloni anggotai Dewani 

Komisioneri OJKi padai bulani Januarii 2012i kemudiani padai bulani julii 2012i terpilihi 

ketuai dewani komisioneri merangkapi anggotai besertai delapani dewani komisioneri 

merangkapi anggotai lainnya.i Strukuturi yangi digunakani olehi OJKi adalahi dengani 

unsuri checki andi balancei dimanai dapati dilihati darii pemisahani jelasi antarai fungsii 

pengaturani dani fungsii pengawasani yangi bertujuani untuk: 

1) menciptakani ketegasani pemisahani antarai tanggungi jawabi regulatori (Dewani 

Komisioner)i dengani tanggungi jawabi supervisori (kepalai eksekutifi masing-

masingi pengawasi perbankan,i pasari modali dani industrii keuangani non-bank); 

2) menghindarii pemusatani kekuasaani yangi terlalui besari padai satui pihaki agari 

tidaki terjadii penyalahgunaani kewenangan; 

3) mendorongi terjadinyai pembagiani kerjai sehinggai terciptai profesionalismei darii 

spesialisasii dii masing-masingi fungsii pengaturani dani pengawasan.11
i Kemudian,i 

pengalihani pengawasani perbankani dani non-perbankani padai tanggali 1i Januarii 

2014i i secarai resmii dilimpahkani kepadai OJK. 

Landasani pembentukani OJKi dibagii menjadii dua,i yaknii landasani filosifisi dani 

landasani sosiologis.i Landasani filosofisi pembentukani OJKi adalahi bahwai OJKi 

harusi sebagaii bagiani darii sistemi penyelenggaraani urusani kenegaraani yangi 

terintegrasii secarai baiki dengani lembaga-lembagai negarai dani pemerintahani 

lainnyai dii dalami mencapaii tujuani dani cita-citai kemerdekaani Indonesiai yangi 

                                                      
11 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, 2010, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, hlm. 4 
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tercantumi dalami konstitusii Republiki Indonesia.i Sedangkani landasani sosiologisi 

pembentukani OJKi adalahi perani pengaturani dani pengawasani yangi dilakukani olehi 

OJKi harusi diarahkani untuki menciptakani efisiensi,i persaingani yangi sehat,i 

perlindungani konsumen,i sertai memeliharai mekanismei pasari yangi sehat.i  

2.1.2 Pengertiani Otoritasi Jasai Keuangan 

OJKi yangi merupakani otoritasi tunggali dii sektori jasai keuangani dii Indonesia,i OJKi 

inii sebagaii suatui lembagai pengawasi sektori keuangani dii Indonesiai perlui untuki 

diperhatikan,i karenai harusi dipersiapkani dengani baiki segalai hali untuki mendukungi 

keberadaani OJKi tersebut.12
i Pasali 1i Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i 

menyebutkan: 

“Otoritasi Jasai Keuangan,i yangi selanjutnyai disingkati dengani OJKi adalahi 

lembagai yangi independenti dani bebasi darii campuri tangani pihaki lain,i yangi 

mempunyaii fungsi,i tugas,i dani wewenangi pengaturan,i pengawasan,i 

pemeriksaan,i dani penyedikani sebagaimanai dimaksudi dalami Undang-

Undangi ini.” 

 

Berdasarkani Peraturani Undang-Undangi tersebut,i OJKi memilikii tujuani 

independensii makai diperlukani kemampuani dalami mengaturi dani mengawasii 

jalannyai lembagai keuangani dii Indonesiai dapati dilakukani dengani baiki dani tegas.13
i  

OJKi adalahi sebuahi lembagai pengawasani jasai keuangani sepertii industrii 

perbankan,i pasari modal,i reksadana,i perusahaani pembiayaan,i danai pensiuni dani 

asuransi.i Padai dasarnyai Undang-Undangi tentangi OJKi inii hanyai mengaturi 

mengenaii pengorganisasiani dani tatai pelaksanaani kegiatani keuangani darii lembagai 

yangi memilikii kekuasaani didalami pengaturani dani pengawasani terhadapi sektori 

jasai keuangan.i Olehi karenai itu,i dengani dibentuknyai OJKi diharapkani dapati 

                                                      
12 Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, 2011, Kementrian 

Hukum dan HAM RI, hlm. 44 
13 Irham Fahmi, Op. Cit, hlm. 16 
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mencapaii mekanismei koordinasii yangi lebihi efektifi didalami penangani masalah-

masalahi yangi timbuli didalami sistemi keuangani sehinggai dapati lebihi menjamini 

tercapainyai stabilitasi sistemi keuangani dani adanyai pengaturani dani pengawasani 

yangi lebihi terintegrasi.14 

Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi OJKi mengandungi isii bahwai OJKi 

mempunyaii tujuani agari keseluruhani kegiatani disektori jasai keuangani 

terselenggarai secarai teratur,i adil,i transparani dani akuntabeli sertai mampui 

mewujudkani sistemi keuangani yangi tumbuhi secarai berkelanjutan,i stabili dani 

mampui melindungii kepentingani konsumeni dani masyarakat.i OJKi membutuhkani 

adanyai jaminani sumberi pembiayaani yangi mampui mendukungi efektifnyai 

pelaksanaani tugasi dani fungsii sebagaii salahi satui unsuri yangi dapati menjadikani 

OJKi sebagaii lembagai yangi independeni dalami pengaturani dani pengawasani sektori 

jasai keuangan.15
i Sesuaii dengani ketentuani Pasali 34i ayati 2i UUi OJK,i anggarani OJKi 

bersumberi darii Anggarani Pendapatani dani Belanjai Negarai (APBN)i dan/ataui 

pungutani darii pihaki yangi melakukani kegiatani dii sektori jasai keuangan. 

Ketentuani diatasi bermaknai bahwai pembiayaani kegiatani OJKi sewajarnyai didanaii 

secarai mandirii yangi pendanaannyai bersumberi darii pungutani kepadai pihaki yangi 

melakukani kegiatani disektori jasai keuangan,i pembiayaani secarai adili harusi 

dibebankani kepadai pihaki yangi secarai langsungi menerimai manfaati darii efektifnyai 

fungsii pengaturani dani pengawasani sektori jasai keuangani olehi OJK.16 

                                                      
14 Rebekka Dosma Sinaga, 2013, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas 

Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undangf Nomor 21 Tahun 

2011 Tentang Otoriras Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Vol. 

3, No. 1, hlm. 2 
15 Zulkarnain Sitompul, 2014, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga 

stabilitas Sistem Keuangan, Medan, Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 16 
16 Ibid, hlm.17 
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2.1.3 Dasari Hukumi Otoritasi Jasai Keuangan 

Berdasarkani ketentuani pasali 34i Undang-Undangi Nomori 3i Tahuni 2004i tentangi 

Perubahani Atasi Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 23i Tahuni 1999i 

tentangi Banki Indonesiai pemerintahi diamanatkani membentuki lembagai pengawasi 

sektori jasai keuangani yangi independen,i selambat-lambatnyai akhiri tahuni 2010i 

dengani namai Otoritasi Jasai Keuangani (OJK).i Lembagai inii bertugasi mengawasii 

industrii perbankan,i asuransi,i danai pensiun,i pasari modal,i modali ventura,i dani 

perusahaani pembiayaan,i sertai badan-badani laini yangi menyelenggarakani 

pengelolaani dani masyarakat. 

Menuruti penjelasani Pasali 34i Undang-Undangi Nomori 3i Tahuni 2004i tentangi 

Perubahani Atasi Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 23i Tahuni 1999i 

tentangi Banki Indonesia,i OJKi bersifati independeni menjalankani tugasnyai dani 

kedudukannyai beradai dii luari pemerintahi dani berkewajibani menyampaikani 

laporani kepadai Badani Pemeriksai Keuangani (BPK)i dani Dewani Perwakilani 

Rakyati (DPR).i Sebelumi OJKi dibentuk,i makai Undang-Undangnyai harusi dibuati 

terlebihi dahului karenai apabilai tidaki dibentuki makai OJKi tidaki memiliki dasari 

hukum.17 

Pembentukani OJKi memilikii alasani antarai laini yaitui makini kompleksi dani 

bervariasinyai produki jasai keuangan,i munculnyai gejalai konglomerasii perusahaani 

jasai keuangan,i dani globalisasii industrii jasai keuangan.i Alasani rencanai 

pembentukani OJKi adalahi karenai pemerintahi beranggapani BIi merupakani Banki 

                                                      
17 Afika Yumya Syahmi, 2004, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan 

Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Depok, Fakultas Hukum 

Indonesia, hlm. 6 
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Sentrali telahi gagali dalami mengawasii sektori perbankan.i Kegagalani tersebuti dapati 

dilihati padai saati krisisi ekonomii melandai Indonesiai mulaii pertengahani tahuni 

1997,i dimanai beberapai banki yangi adai padai saati itui dilikuidasi.18 

Dilihati secarai normatif,i terdapati empati tujuani pendiriani OJKi : 

1. Meningkatkani dani memeliharai kepercayaani publiki dii bidangi jasai keuangan. 

2. Menegakkani peraturani perundang-undangani dii bidangi jasai keuangan. 

3. Meningkatkani peraturani perundang-undangani dii bidangi jasai keuangan. 

4. Melindungii kepentingani konsumeni jasai keuangan. 

 

2.1.4 Asasi dani Prinsipi Otoritasi Jasai Keuangan 

Dalami rangkai menjalankani tugasi dani wewenangnya,i Otoritasi Jasai Keuangani 

dilandaskani dengani asas-asasi sebagaii berikut:19 

1. Asasi Independensii yaitui OJKi independeni dalami mengambili keputusani dani 

pelaksanaani fungsi,i tugas,i dani wewenangi OJKi dengani tetapi memperhatikani 

peraturani perundang-undangani yangi berlaku. 

2. Asasi Kepastiani Hukumi yaitui asasi dalami negarai hukumi yangi mengutamakani 

landasani peraturani perundang-undangani dani keadilani dalami setiapi kebijakani 

penyelenggarani OJK. 

3. Asasi Kepentingani Umumi yaitui asasi yangi membelai dani melindungii 

kepentingani konsumeni dani masyarakati sertai memajukani kesejahteraani umum 

4. Asasi Keterbukaani mempunyaii artii membukai dirii terhadapi haki masyarakati 

untuki memperolehi informasii yangi benar,i jujur,i dani tidaki diskriminatifi 

                                                      
18 Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2012, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 3, 

hlm.152 
19 Maulana Adieb, Mengenal OJK dari Tugas, Asas, Hingga Hubungan Kelembagaannya, 

https://glints.com/id/lowongan/ojk-adalah/, diakses pada 25 mei 2023, pukul 22.34 

https://glints.com/id/lowongan/ojk-adalah/
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tentangi penyelenggaraani OJKi dengani tetapi memperhatikani perlindungani atasi 

haki asasii pribadii dani golongan,i sertai rahasiai negara,i ternasuki rahasiai 

sebagaimanai ditetapkani dalami peraturani perundang-undangan. 

5. Asasi Profesionalitasi mengutamakani keahliani dalami pelaksanaani tugasi dani 

wewenangi OJKi dengani tetapi berlandaskani padai kodei etiki dani ketentuani 

peraturani perundang-undangan. 

6. Asasi Integritasi berpegangi teguhi padai nilai-nilaii morali dalami setiapi tindakani 

dani keputusani yangi diambili dalami penyelenggaraani OJK. 

7. Asasi Akuntabilitasi menentukani bahwai setiapi kegiatani dani hasili akhiri darii 

setiapi penyelenggaraani OJKi harusi dapati dipertanggungjawabkani kepadai 

publik. 

Tujuani OJKi padai dasarnyai adalahi untuki menyelengarakani sektori jasai keuangani 

secarai teratur,i adil,i transparan,i akuntabeli dimanai mengingatkani pemikirani padai 

prinsip-prinsipi tatai kelolai perusahaani yangi baiki dani benari (Goodi Corporatei 

Governance)i yangi terdirii darii limai prinsipi sebagaii berikut:20 

1. Transparencyi (keterbukaani informasi) 

Transparencyi ataui keterbukaani informasii diartikani sebagii keterbukaani untuki 

menyediakani informasii yangi cukup,i akurat,i tepati waktu. 

2. Accuntabilityi (akuntabilitas) 

Akuntabilitasi merupakani kejelasani fungsi,i struktur,i sistem,i kejelasani akani haki 

dani kewajibani sertai wewenangi darii elemen-elemeni yangi ada. 

3. Responsibilityi (pertanggungjawaban) 

                                                      
20 Bisdan Sigalingging, 2013, Tesis “Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa 

Keuangan Dengan Bank Indonesia”, Medan, Universitas Sumatera Utara, hlm.107 
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Responsibilityi ataui pertanggungjawabani dapati diartikani sebagaii kepatuhani 

perusahaani terhadapi peraturani yangi berlakui diantaranyai termasuki masalahi 

pembayarani pajak,i hubungani industrial,i Kesehatani dani keselamatani kerja,i 

perlindungani lingkungani hidup,i memeliharai lingkungani bisnisi yangi kondusifi 

bersamai masyarakati dani sebagainya. 

4. Independencyi (kemandirian) 

Independencyi merupakani hali yangi mensyaratkani dimanai perusahaani agari 

dikelolai secarai professionali tanpai adanyai benturani kepentingani dani tekanani 

ataui intervensii darii pihaki laini yangi tidaki sesuaii dengani peraturani yangi 

berlaku. 

5. Fairnessi (kesetaraani ataui kewajaran) 

Prinsipi fairnessi menuntuti adanyai perlakuani yangi adili dalami memenuhii haki 

shareholdersi dani stakeholdersi sesuaii dengani peraturani perundang-undangani 

yangi berlaku. 

 

2.1.5 Fungsi,i Tugas,i dani Wewenangi Otoritasi Jasai Keuangan 

OJKi dapati dikatakani sebagaii penggantii perani Bapepam-LKi untuki melakukani 

pengawasani secarai ketati terhadapi lembagai keuangani sepertii perbankan,i pasari 

modal,reksadana,i perusahaani pembiayaan,i danai pensiuni dani asuransi.21 

Fungsii OJKi dinyatakani dalami Pasali 5i Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i 

tentangi OJKi bahwai OJKi berfungsii menyelenggarakani sistemi pengaturani dani 

pengawasani yangi terintegrasii terhadapi keseluruhani kegiatani dii dalami sektori jasai 

keuangan.i Berdasarkani pasali 6i Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi 

                                                      
21 Irfan Fahmi, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi, Jakarta, 

Alfabeta, hlm. 47 
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OJKi diaturi tugasi utamai darii OJKi yaitui melakukani pengaturani dani pengawasani 

terhadapi : 

a. Kegiatani jasai keuangani dii sektori Perbankan; 

b. Kegiatani jasai keuangani dii sektori Pasari Modal; 

c. Kegiatani jasai keuangani dii sektori Perasuransian,i Danai Pensiun,i Lembagai 

Pembiayaan,i dani Lembagai Jasai Keuangani Lainnya. 

Adapuni wewenangi yangi dimilikii OJKi adalahi sebagaii berikuti : 

a. Terkaiti khususi pengawasani dani pengaturani lembagai jasai keuangani banki  

b. Terkaiti pengaturani lembagai jasai keuangani banki dani non-bank 

c. Terkaiti pengawasani lembagai jasai keuangani banki dani non-bank 

 

2.2 Tinjauani Umumi Lembagai Keuangani Mikro 

2.2.1 Pengertiani Lembagai Keuangan 

Lembagai keuangani adalahi badani usahai yangi mempunyaii kekayaani dalami bentuki 

aseti keuangani ataui tagihani berupai saham,i obligasii dani surat-surati berhargai 

lainnya.i Dalami kegiatannyai yangi bergeraki dii bidangi jasai keuangan,i lembagai 

keuangani menawarkani berbagaii jasai keuangan,i sepertii pemberiani kredit,i 

mekanismei pembayaran,i transferi dana,i penyimpanan,i penyertaani modal,i investasii 

dalami surat-surati berharga,i programi asuransi,i dani programi pensiun.22
i Kegiatani 

lembagai keuangani dalami kenyataannyai bisai diperuntukkani bagii investasii 

perusahaan,i kegiatani konsumsi,i sertai kegiatani distribusii barangi dani jasa.i 

                                                      
22 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Lembaga Keuangan Dan 

Pembiayaan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 9 
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Masyarakati mengenali lembagai keuangani dalami duai bentuki yaitui Banki dani 

Bukani bank.23 

Lembagai keuangani banki (Banki Financiali Institution)i adalahi badani usahai yangi 

melakukani kegiatani dii bidangi keuangani dengani menghimpuni danai darii 

masyarakati dalami bentuki simpanani dani menyalurkannyai kepadai masyarakati 

dalami bentuki pinjaman.24
i Banki secarai sederhanai dapati diartikani sebagaii lembagai 

keuangani yangi kegiatani usahanyai adalahi menghimpuni danai darii masyarakati dani 

menyalurkani kembalii danai tersebuti kei masyarakati sertai memberikani jasa-jasai 

banki lainnya.i Ketentuani dalami Pasali 5i i Undang-Undangi Nomori 10i Tahuni 1998i 

tentangi perubahani atasi Undang-Undangi Nomori 7i Tahuni 1992i tentangi Perbankani 

menyebutkani bahwai menuruti jenisnyai banki terdirii darii Banki Umumi dani Banki 

Perkreditani Rakyat. 

Lembagai keuangani bukani banki (Nonbanki Financiali Instituion)i adalahi badani 

usahai yangi melakukani kegiatani dii bidangi keuangani yangi secarai langsungi ataui 

tidaki langsungi menghimpuni danai dengani jalani mengeluarkani surati berhargai dani 

menyalurkannyai kedalami masyarakati gunai membiayaii investasii perusahaan.25
i 

Saati inii perani banki dani lembagai keuangani bukani banki begitui dirasakani 

manfaatnyai karenai dinilaii sangati sistematisi dani urgen.i Banki dani lembagai 

keuangani bukani banki mempunyaii perani yangi pentingi dalami sistemi keuangani 

yaitui pengalihani asseti (asseti transmutation),i transaksii (transaction),i likuiditasi 

(liquidity),i dani efisiensii (efficiency).i  

                                                      
23 Irfan Fahmi, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, Bandung, 

Alfabeta, hlm. 1 
24 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.Cit, hlm. 17 
25 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.Cit, hlm. 18 
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2.2.2 Sejarahi Lembagai Keuangani Mikro 

Keberadaani keuangani mikroi dii Indonesiai berdasarkani kajiani historisi dapati dibagii 

menjadii duai periodei yaitui padai zamani penjajahani dani zamani kemerdekaan.i 

Selamai masai penjajahani Belanda,i sistemi keuangani dikontroli olehi pemerintahi 

Hindiai Belandai melaluii beberapai banki yangi merekai dirikan.i Akhiri abadi 19i ataui 

tepatnyai sekitari bulani Desemberi 1895i atasi prakarsai perorangani didirikani 

semacami Lembagai Perkreditani Rakyat.i Radeni Beii Wiriaatmadjai seorangi pribumii 

yangi menjabati patihi Purwokertoi mendirikani “Hulpi eni Spaarbanki deri Inlandschei 

Bestuursi Ambtenaren”i ataui banki bantuani dani tabungani pegawai.i Institusii tersebuti 

kemudiani diperbaikii olehi Dei Wolfi Vani Westerrodei seorangi asali Belandai yangi 

mengubahnyai menjadii Banki Krediti Rakyati ataui Banki Rakyat.i Pendiriani Banki 

Rakyati inii kemudiani diikutii olehi daerah-daerahi laini dii Pulaui Jawa.26 

Desa-desai dii pulaui jawai terutamai sentrai penghasili berasi padai periodei yangi 

hampiri bersamaani yaitui sekitari tahuni 1898i mendirikani lumbungi desai yangi 

merupakani lembagai simpani pinjami dengani menggunakani komoditasi padii sebagaii 

instrumeni simpani pinjam.i Seiringi perkembangani wilayahi pedesaani dani jugai 

peredarani uangi semakini dikenali olehi masyarakati desa,i padai tahuni 1904i 

didirikanlahi Banki Desa,i yangi selanjutnyai dikenali sebagaii Badani Krediti Desai 

(BKD). 

Banki Rakyati padai tahuni 1934i digabungi kei dalami “Algemenei Volkscredietbank”i 

ataui AVBi yangi bertujuani disampingi meningkatkani kesejahteraai rakyati pedesaani 

melaluii bantuani kredit,i namuni jugai mencarii keuntungan.i AVBi setelahi 

                                                      
26 I Gde Kajeng Baskara, Op.Cit, hlm. 116 
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kemerdekaani Indonesiai berubahi menjadii Banki Rakyati Indonesiai (BRI)i dani 

beroperasii sebagaii banki komersiali yangi tetapi melayanii masyarakati pedesaani 

dengani menyalurkani krediti mikroi sertai membukai unit-uniti dii pedesaan. 

Penggabungani Banki Rakyati menjadii AVBi tidaki membuati Badani Krediti Desai 

menghentikani usahanya,i namuni tetapi berkembangi seiringi dengani perkembanghani 

zaman.i Selamai masai kemerdekaan,i Banki Krediti Desai yangi terdirii darii Banki Desai 

dani Lumbungi Desai bertransformasii menjadii lembaga-lembagai perkreditani rakyati 

sepertii Lembagai Perkreditani Kecamatani dani Banki Karyai Produksii Desai dii Jawai 

Barat,i Badani Krediti Kecamatani dii Jawai Tengah,i Krediti Usahai Rakyati Kecili dii 

Jawai Timur.27
i Beberapai lembagai bertransformasii menjadii lembagai keuangani 

yangi berdasarkani ikatani adati sepertii Lembagai Perkreditani Desai dii Balii dani 

Lumbungi Pitihi Nagarii dii Sumaterai Barat. 

Perani pemerintahi Indonesiai dalami pengembangani krediti mikroi selamai masai 

Presideni Soekarnoi tidaki banyaki karenai padai masa-masai tersebuti terjadii 

pergolakani politiki dani jugai padai saati itui Indonesiai mengalamii masai perangi untuki 

mempertahankani kemerdekaani Indonesia.i Periodei 1957i sampaii 1965,i sistemi 

keuangani formali sangati dikekangi dengani kebijakani yangi berhasili menghapuskani 

segalai kepemilikani ataui keterlibatani orangi asingi dalami sistemi perbankani dani 

nasonalisasii bank-banki yangi dului menjadii miliki Belanda.i  

Awali periodei 1970i pemerintahi mendirikani banki dii setiapi provinsii yangi adai saati 

itui terdapati 27i provinsi.i Pemerintahi jugai memberikani keleluasaani dalami 

mendirikani Banki Perkreditani Rakyati (BPR)i sehinggai dii awali periodei tersebuti 

                                                      
27 Tim Penyusun Buku Seri Literasi Keuangan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 2016, 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Jakarta, hlm. 61 
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sekitari 300i BPRi dii seluruhi Indonesia.i Periodei awali ordei barui inii jugai mulaii 

terdapati suatui jenisi layanani keuangani mikroi berupai bantuani danai subsidii yangi 

diberikani olehi pemerintahi sebagaii bagiani darii programi intensifikasii beras.i 

Programi inii disebuti Bimbingani Massali (Bimas).i Bimasi dijadikani proyeki 

percontohani padai tahuni 1964i yangi ditandaii dengani dibentuknyai Badani Usahai 

Uniti Desai (BUUD)i dani Koperasi.i Uniti Desai (KUD)i sertai BRIi Uniti Desai dalami 

upayai memperluasi inputi produksii dani krediti bagii petani.28
i  

Bimbingani masyarakati untuki parai petanii padii segerai diperluasi cakupannyai untuki 

jenisi usahai pertaniani yangi laini sepertii tebu,i kapasi dani jugai sektori perikanan.i 

Untuki membantui parai petanii kecil,i pemerintahi padai saati itui mengucurkani 

programi krediti untuki investasii dani modali kerjai yangi dinamakani Krediti Investasii 

Kecili (KIK)i dani Krediti Modali Kerjai Permaneni (KMKP).i Segmeni usahai mikroi 

diluari pertanian,i menterii keuangani padai saati itui memperkenalkani Krediti Minii dani 

Krediti Midii yangi disalurkani melaluii BRIi Uniti Desa,i sertai Krediti Candaki Kulaki 

(KCK)i yangi penyalurannyai melaluii KUD.i  

Pemerintahi jugai selaini membentuki programi bantuani subsidii dani krediti mikro,i 

merekai mengupayakani terbentuknyai sebuahi lembagai krediti mandirii dii tingkati 

desai yaitui Lembagai Danai Krediti Pedesaani (LDKP)i yangi didirikani awali periodei 

1970i untuki mengelompokkani lembagai keuangani mikroi noni banki yangi terdapati dii 

setiapi provinsi.i LDKPi merupakani istilahi generiki untuki beberapai jenisi lembagai 

krediti dani simpanani kecili yangi ada,i sesuaii dengani daerahi masing-masingi dii 

setiapi provinsi. 

                                                      
28 Sumantoro Martowijoyo, 2007, Indonesian Microfinance at the Crossroad : Caught 

between Popular and Populist Policies, The Essay on Regulation and Supervision, Consultative 

Group to Assist the Poor (CGAP) & The IRIS Centre, hlm. 8 
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Akhiri periodei 1970,i hampiri sebanyaki 300i lembagai krediti hadiri di Indonesiai dani 

lembaga-lembagai tersebuti diperlakukani sebagaii lembagai keuangani non-bank.i 

Berdasarkani Undang-Undangi Perbankani Tahuni 1967,i lembaga-lembagai tersebuti 

tidaki memenuhii persyaratani untuki memperolehi krediti likuiditasi darii Banki 

Indonesiai (BI)i olehi sebabi itui danai darii lembagai inii harusi dihimpuni darii sumberi 

lain.i Lembaga-lembagai inii jugai tidaki diizinkani untuki memobilisasii danai dalami 

bentuki simpanani dani tidaki terikati padai aturani sukui bungai darii BIi sehinggai 

merekai dapati menentukani sukui bungai sendiri. 

Melaluii usahai terprogrami dengani memberikani krediti mikroi kepadai petani,i padai 

periodei 1980-ani akhirnyai Indonesiai mencapaii swasembadai beras.i Periodei inii 

tepatnyai sekitari tahuni 1983,i dengani melihati perani sertai pengalamani BRIi Uniti 

Desai dalami menanganii krediti mikro,i pemerintahi memutuskani mengubahnyai 

menjadii sistemi perbankani komersial.i Sistemi barui inii memberii keleluasaani kepadai 

BRIi Uniti Desai gunai menerapkani suatui aturani ataui kebijakani yangi fleksibeli 

terkaiti tingkati bunga,i baiki padai tabungani maupuni pinjaman.i Padai tahuni 1984i 

BRIi mulaii meluncurkani Krediti Umumi Pedesaani (Kupedes)i yangi ditawarkani 

melaluii jaringani uniti desanyai diikutii Simpedesi (Simpanani Pedesaan)i sejaki tahuni 

1985. 

Perubahani yangi cukupi signifikani terjadii tahuni 1988,i melaluii Paketi Oktoberi 1988i 

(Paktoi 88),i pemerintahi memutuskani semuai jenisi lembagai keuangani non-banki 

diantaranyai BKD,i BKK,i LPK,i LPN,i KURK,i dani LPDi untuki diberikani 

kesempatani selamai jangkai waktui duai tahuni untuki berubahi menjadii BPR.i 

Peraturani inii cukupi menyulitkani lembagai keuangani dii pedesaan,i sehinggai 
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terbitlahi Keputusani Pemerintahi Mareti 1989i (Pakmari 89)i yangi memutuskani untuki 

menghapusi aturani tersebuti untuki mengurangii kesulitani yangi dihadapii lembagai 

krediti pedesaani dani jugai BPRi yangi berasali darii transformasii lembagai tersebut.i  

Berdasarkani Undang-Undangi Perbankani Tahuni 1992i besertai amandemennyai 

yaknii Undang-Undangi Perbankani Tahuni 1998,i terdapati duai kategorii banki dii 

Indonesiai yaknii Banki Umumi dani Banki Perkreditani Rakyat.i Atasi dasari Paktoi 88i 

dani Pakmari 89i banyaki BPRi yangi berasali darii transformasii lembagai krediti 

pedesaan,i sedangkani terdapati jugai BPRi yangi mengajukani izini barui dani bukani 

berasali darii transformasii lembagai krediti pedesaan.i Undang-Undangi Perbankani 

tahuni 1998i pasali 58i mengakuii keberadaani lembagai krediti pedesaan,i dengani 

memberikani kesempatani lembagai tersebuti untuki berubahi menjadii BPRi sesuaii 

dengani syarati dani ketentuani yangi berlaku.i  

Adanyai aturan-aturani inii lembagai krediti pedesaani yangi berubahi menjadii BPRi 

memilikii cakupani yangi lebihi luas,i dengani diperbolehkannyai membukai cabangi dii 

kotai laini dalami satui Propinsi.i Peraturani Pemerintahi No.i 7i tahuni 1992i yangi 

mengaturi pelaksanaani Undang-i Undangi Perbankani tersebuti tidaki secarai jelasi 

mengaturi mengenaii masalahi lembagai krediti pedesaan.i Peraturani tersebuti 

memberikani kemudahani bagii banyaki lembagai keuangani noni banki untuki tidaki 

harusi berubahi menjadii BPR.i i Lembagai yangi sudahi bertransformasii menjadii BPRi 

diberikani kemudahani untuki menyesuaikani dirii dengani peraturan-i peraturani BPRi 

dalami periodei waktui limai tahun. 

Periodei tahuni 2000ani ditandaii dengani munculnyai jenisi lembagai keuangani barui 

yangi berlandaskani prinsipi hukumi Islami yaknii lembagai syariah.i Banki Umumi 
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banyaki yangi membentuki uniti syariahi ataupuni membuati banki barui dengani 

berlandaskani prinsipi syariah.i Prinsipi syariahi sendirii sebenarnyai miripi dengani 

jenisi pembiayaani modali ventura,i dengani sistemi pembagiani keuntungani bagii 

hasil,i tidaki berlandaskani bunga.i Pemerintahi melaluii kementeriani terkaiti 

membentuki sebuahi forumi bernamai Gerakani Bersamai Pengembangani Keuangani 

Mikroi Indonesiai ataui biasai disebuti “Gemai PKM”i yangi merupakani sebuahi 

gerakani yangi bertujuani untuki lebihi meningkatkani cakupani dani kapitalisasii danai 

untuki keuangani mikro.i Forumi tersebuti mendesaki BIi untuki menerbitkani sebuahi 

peraturani yangi khususi mengaturi tentangi keberadaani dani pengelolaani lembagai 

keuangani mikro.i Padai tahuni 2001,i drafti Rancangani Undangi Undangi (RUU)i 

Lembagai Keuangani Mikroi diserahkani olehi BIi kei Menterii Keuangani yangi 

kemudiani meneruskannyai kei Dewani Perwakilani Rakyati (DPR)i gunai disahkan.i 

Namuni tidaki adai tanda-tandai darii DPRi untuki segerai mengesahkani aturani 

tersebut.i Hali inii membuati BIi padai tahuni 2003i bersamai sebuahi lembagai darii 

Jermani bernamai Promotioni ofi Smalli Financiali Institutioni (Pro-Fi)i yangi 

merupakani rekanani BIi dalami mengelolai LKMi menerbitkani sebuahi kajiani dani 

rumusani tentangi pengelolaani dani pengembangani LKM.29 

 

2.2.3 Pengertiani Lembagai Keuangani Mikro 

Perkembangani lembagai keuangani bukani banki yangi melakukani kegiatani usahai 

bidangi keuangani yangi banyaki membantui kepadai masyarakati saati inii dii Indonesiai 

cukupi banyak.i Lembaga-lembagai tersebuti perlui dikembangkani terutamai secarai 

kelembagaani dani legalitasnyai karenai telahi banyaki membantui peningkatani 

perekonomiani masyarakat,i khususnyai masyarakati miskini dan/ataui berpenghasilani 

                                                      
29 Ibid, hlm. 9 



25 

 

rendah.30
i Lembagai keuangani yangi menyediakani danai ataui modali bagii usahai 

skalai mikroi dani usahai skalai kecili sangati pentingi dani dibutuhkani dii tengahi 

masyarakati saati ini.i Lembagai keuangani skalai mikroi yangi difokuskani kepadai 

usaha-usahai masyarakati yangi bersifati mikroi ataui dikenali dengani sebutani lembagai 

keuangani mikro.31 

Lembagai keuangani mikroi menuruti ketentuani Pasali 1i ayati 1i UUi LKMi adalahi 

lembagai yangi khususi didirikani untuki memberikani jasai pengembangani usahai dani 

pemberdayaani masyarakat,i baiki melaluii pinjamani ataui pembiayaani dalami usahai 

skalai mikroi kepadai anggotai dani masyarakat,i pengelolaani simpanan,i maupuni 

pemberiani jasai konsultasii pengembangani usahai yangi tidaki semata-matai mencarii 

keuntungan.i Pengertiani simpanani adalahi danai yangi dipercayakani olehi 

masyarakati kepadai lembagai keuangani mikroi dalami bentuki tabungani dan/ataui 

depositoi berdasarkani perjanjiani penyimpanani dana. 

Ketentuani Pasali 1i angkai 3i menyebutkani bahwai yangi dimaksudi dengani pinjamani 

adalahi penyediaani danai olehi lembagai keuangani mikroi kepadai masyarakati yangi 

harusi dikembalikani sesuaii dengani yangi diperjanjikan.i Lembagai keuangani mikroi 

bertujuani untuki meningkatkani aksesi pendanaani skalai mikroi bagii masyarakat,i 

membantui peningkatani pemberdayaani ekonomii dani produktivitasi masyarakati dani 

membantui peningkatani pendapatani dani kesejahteraani masyarakati terutamai 

masyarakati miskini dan/ataui berpenghasilani rendah. 

                                                      
30 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394 
31 Ibid 
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Adamsi dani Fitchetti mendefinisikani lembagai keuangani mikroi sebagaii 

“Microfinancei institutionsi alsoi playi ani importanti rolei ini servingi crediti toi 

individuai ls,i farmersi andi small-scallei enterprise.”i Pendapati inii mencirikani 

lembagai keuangani mikroi sebagaii sebuahi lembagai pendidikani yangi dinamis,i 

inovatif,i dani lenturi yangi dirancangi sesuaii kondisii lingkungani sosiali dani ekonomii 

lokal.32 

Lembagai keuangani mikroi dalami pelaksanaannyai selaini menjadii perantarai 

keuangani jugai beberapai lembagai adai yangi menyediakani jasai perantarai sosiali 

sepertii pembentukani kelompok,i pengembangani kepercayaani diri,i dani pelatihani 

pengetahuani keuangani dani kemampuani manajemeni untuki anggotai sebuahi 

kelompoki yangi memberikani manfaati bagii perempuani dani laki-lakii 

berpenghasilani rendah.i Salahi satui alasannyai adalahi karenai orang-orangi 

berpenghasilani rendahi harusi berjuangi menghadapii hambatani yangi berati (sepertii 

butai huruf,i diskriminalitasi genderi dani keterpencilan)i dalami usahanyai untuki 

memperolehi aksesi terhadapi lembagai jasai keuangani konvensional.i Pendekatani 

keuangani mikroi bukanlahi pendekatani minimalisi yangi merupakani pendekatani 

minimalisi yangi hanyai berperani sebagaii lembagai perantarai keuangani sajai akani 

tetapii merupakani pendekatani terpadui yangi jugai menawarkani jasa-jasai laini yangi 

telahi disebutkani diatas.33 

2.2.4 Dasari Hukumi Lembagai Keuangani Mikro 

Lembagai keuangani mikroi merupakani lembagai keuangani yangi khususi didirkani 

untuki memberikani jasai pengembangani usahai dani pemberdayaani masyarakat,i baiki 

                                                      
32 Lincolin Arsyad, 2008, Lembaga Keuangan Mikro (Institusi, Kinerja, dan 

Sustanabilitas), Yogyakarta, CV Andi Offset, hlm. 24 
33 Ibid, hlm. 25 
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melaluii pinjamani ataui pembiayaani dalami usahai skalai mikroi kepadai anggotai 

masyarakat,i pengelolaani simpanan,i maupuni pemberiani jasai konsultasii 

pengembangani usahai yangi tidaki semata-matai mencarii keuntungan.i Lembagai 

keuangani mikroi inii dilatarbelakangii olehi dasari hukumi sepertii Undang-Undangi 

Lembagai keuangani mikro,i peraturani pemerintahi dani Peraturani OJK. 

Pengaturani mengenaii lembagai keuangani yangi menjalankani krediti mikroi diaturi 

dalami Pasali 16i ayati 1i Undang-Undangi Nomori 7i Tahuni 1992i tentangi Perbankani 

sebagaimanai diubahi Undang-Undangi Nomori 10i Tahuni 1998i tentangi Perubahani 

Atasi Undang-Undangi Nomori 7i Tahuni 1992i tentangi Perbankani menyebutkani 

bahwai “Setiapi pihaki yangi melakukani kegiatani menghimpuni danai darii masyarakati 

dalami bentuki simpanani wajibi terlebihi dahului memperolehi izini usahai sebagaii 

Banki Umumi ataui Banki Perkreditani Rakyati darii pimpinani Banki Indonesia,i 

kecualii apabilai kegiatani menghimpuni danai darii masyarakati diaturi dengani 

Undang-Undangi tersendiri.”i  

Dasari hukumi lembagai keuangani mikroi diaturi jugai dalami ketentuani Pasali 58i 

Undang-Undangi Perbankani yangi menyebutkani bahwai “Lembagai Danai Krediti 

Pedesaani (Banki Desa,i Lumbungi Desa),i Banki Pasar,i Banki Pegawai,i Lumbungi 

Pitihi Nagari,i dan/ataui lembaga-lembagai lainnyai yangi dipersamakani dengani itu)i 

diberikani statusi sebagaii Banki Perkreditani Rakyati berdasarkani Undang-Undangi 

inii dengani memenuhii persyaratani tatai carai yangi ditetapkani dengani Peraturani 

Pemerintah.” 

Pasali 19i Peraturani Pemerintahi Nomori 71i Tahuni 1992i tentangi BPRi yangi berbunyii 

“Lembaga-lembagai sebagaimanai dimaksudi dalami pasali 58i yangi belumi 
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memperolehi izini usahai sebagaii BPRi wajibi mengajukani izini usahai selambat-

lambatnyai tanggali 30i oktoberi 1997.”i Batasi waktui BPRi mengajukani permohonani 

pengukuhani sebagaii BPRi selamai 5i tahuni dani banyaki lembaga-lembagai yangi 

akhirnyai berubahi menjadii BPRi dani adapulai yangi tidaki karenai masalahi 

permodalani dani belumi memilikii izini dani statusi badani hukum.i Periodei tahuni 

2000-ani ditandaii dengani munculnyai jenisi lembagai keuangani barui yangi 

berlandaskani prinsipi hukumi Islami yaknii lembagai syariah.i Banyaki banki umumi 

yangi membentuki uniti syariahi ataupuni membuati banki barui dengani berlandaskani 

prinsipi syariah.i Prinsipi syariahi sendirii sebenarnyai miripi dengani jenisi pembiayaani 

modali ventura,i dengani sistemi pembagiani keuntungani bagii hasil,i tidaki 

berlandaskani bunga.34
i Landasani hukumi yangi kuati atasi operasionalisasii lembagai 

keuangani mikroi dii Indonesiai ditetapkani olehi DPRi bersamai pemerintahi padai 8i 

Januarii 2013i yaitui Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2013i tentangi Lembagai 

Keuangani Mikro.35 

2.3 Tinjauani Umumi Tentangi Pengaturani dani Pengawasan 

2.3.1 Pengertiani Pengaturan 

Pengaturani menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI)i adalahi tatanani 

(petunjuk,i kaidah,i ketentuan)i yangi dibuati untuki mengatur.i Pengaturani menuruti 

Utrechti adalahi perintahi ataui larangani yangi mengaturi tatai tertibi dalami suatui 

masyarakati dani seharusnyai ditaatii olehi anggotai masyarakati yangi bersangkutan.36
i 

Menuruti Hansi Kelsen,i pengaturani memilikii pengertiani yaitui sebuahi ketentuani 

sosiali yangi mengaturi perilakui mutuali antari manusia,i yaitui sebuahi ketentuani yangi 

                                                      
34 Arsyad Lincolin, 2010, Lembaga Keuangan Mikro, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 118 
35 Ibid, hlm. 118 
36 E. Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar, hlm. 180 
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mengaturi perilakui tertentui dani berkaitani dengani sebuahi sistemi norma.i Pengertiani 

pengaturani menuruti Leoni Duguiti adalahi sebuahi perbuatani untuki mengaturi 

tingkahi lakui parai anggotai masyarakat,i dayai gunanyai padai saati tertentui 

diindahkani olehi suatui masyarakati sebagaii jaminani darii kepentingani bersama,i dani 

jikai timbuli pelanggarani darii pengaturani tersebuti akani menimbulkani reaksii 

bersamai terhadapi orangi yangi melakukani pelanggarani itu.i  

Menuruti pendapati platoi bahwai pengaturani adalahi sebuahi sistemi peraturan-

peraturani yangi teraturi yangi tersusuni baik,i dibuati untuki mengikati masyarakat.37
i 

Pengertiani pengaturani lainnyai menuruti pendapati Austini yaitui sebuahi sistemi 

peraturani yangi diadakani untuki memberii bimbingani kepadai makhluki yangi berakali 

olehi makhluki yangi berkuasai atasnya.i Berdasarkani beberapai definisii tersebuti dii 

atas,i dapati dii ambili kesimpulani bahwai pengaturani merupakani suatui tatanani ataui 

peraturani yangi dibuati untuki mengaturi tingkahi lakui masyarakati dani harusi ditaatii 

olehi masyarakati itui sendirii dengani tujuani menciptakani ketertibani sosial. 

 

2.3.2 Pengaturani olehi Otoritasi Jasai Keuangan 

Berdasarkani ketentuani Pasali 5i Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi 

OJKi yangi menyatakani bahwai OJKi berfungsii untuki menyelenggarakani sistemi 

pengaturani dani pengawasani yangi terintegrasii terhadapi keseluruhani kegiatani dii 

dalami sektori jasai keuangan.i Pelaksanaani fungsii tugasi pengaturani dani 

pengawasani OJKi inii dijelaskani lebihi lanjuti dalami ketentuani Pasali 6i Undang-

Undangi Nomori 21i Tahuni tentangi OJKi yangi menyatakani bahwai OJKi 

melaksanakani tugasi pengaturani dani pengawasani terhadapi : 

                                                      
37 Bagir Manan, 1955, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan 

Perizinan, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, hlm. 8 
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a. Kegiatani jasai keuangani dii sektori Perbankan; 

b. Kegiatani jasai keuangani dii sektori Pasari Modal;i dan 

c. Kegiatani jasai keuangani dii sektori Peransuransian,i Danai Pensiun,i Lembagai 

Pembiayaan,i dani Lembagai Jasai Keuangani Lainnya. 

OJKi untuki melaksanakani tugasi pengaturani sebagaimanai diatasi mempunyaii 

wewenangi yangi adai dalami Pasali 8i Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i 

tentangi OJKi yaitui : 

a. Menetapkani peraturani pelaksanaani Undang-Undangi ini; 

b. Menetapkani peraturani perundang-perundangani dii sektori jasai keuangan; 

c. Menetapkani peraturani dani keputusani OJK 

d. Menetapkani peraturani mengenaii pengawasani dii sektori jasai keuangan; 

e. Menetapkani kebijakani mengenaii pelaksanaani tugasi OJK; 

f. Menetapkani peraturani mengenaii tatai carai penetapani perintahi tertulisi terhadapi 

Lembagai Jasai Keuangani dani pihaki tertentu; 

g. Menetapkani peraturani mengenaii tatai carai penetapai pengelolai statutei padai 

Lembagai Jasai Keuangan; 

h. Menetapkani strukturi organisasii dani infrastruktur,i sertai mengelola,i 

memelihara,i dani menatausahakani kekayaani dani kewajiban;i dan 

i. Menetapkani peraturani mengenaii tatai carai pengenaani sanksii sesuaii dengani 

ketentuani peraturani perundang-undangani dii sektori jasai keuangan. 

 

 

2.3.3 Pengertiani Pengawasan 

Pengawasani dalami Bahasai Indonesiai berasali darii istilahi katai “awas”i yangi 

mempunyaii artii mengajaki agari satui orangi ataui lebihi dalami melakukani kegiatani 

penuhi dengani kehati-hatiani sehinggai tidaki terjadii kesalahani ataui kekeliruan.i i 

Pengawasani dapati diartikani sebagaii aktivitasi yangi dilakukani untuki mengawasii 

dani mengendalikani seluruhi kegiatani perusahaan,i baiki penyusunani anggaran,i 

prosesi kegiatani perusahaan,i catatan,i dani laporani terhadapi hasili kegiatannya.i 

Pengawasani dapati dilakukani secarai rutini tidaki bolehi teruputusi dani dilakukani 



31 

 

secarai melekati sertai terusi menerus.38
i Pengawasani adalahi setiapi usahai dani 

tindakani untuki mengetahuii sejauhi manai pelaksanaani tugasi yangi dilaksanakani 

menuruti ketentuani dani sasarani yangi hendaki dicapai.39
i Dengani adanyai 

pengawasani makai akani mencegahi ataui mengurangii berbagaii penyimpangani dani 

kesalahani dalami melaksanakani tugasi untuki mencapaii tujuan. 

Pengawasani mempunyaii artii yaitui suatui bentuki polai pikiri dani polai tindakani 

untuki memberikani pemahamani dani kesadarani kepadai seseorangi ataui beberapai 

orangi yangi diberikani tugasi untuki dilaksnakani dengani menggunakani berbagaii 

sumberi dayai yangi tersediai secarai baiki dani benar,i sehinggai tidaki terjadii kesalahani 

dani penyimpangani yangi sesungguhnyai dapati menciptakani kerugiani olehi lembagai 

ataui organisasii yangi bersangkutan.40
i Berdasarkani tipenya,i pengawasani memilikii 

tigai tipei yaitui sebagaii berikuti : 

a. Pengawasani pendahuluani (steeringi controls)i adalahi pengawasani yangi 

direncanakani untuki mengatasii masalah-masalahi ataui penyimpangan-

penyimpangani darii standari ataui tujuani dani memungkinkani koreksii dibuati 

sebelumi suatui kegiatani tertentui diselesaikan. 

b. Pengawasani yangi dilakukani bersamai dengani pelaksanaani kegiatani (concurrenti 

controls)i Pengawasani inii dilakukani selamai suatui kegiatani berlangsung.i Jenisi 

pengawasani inii merupakani prosesi dimanai aspeki tertentui harusi dipenuhii 

dahului sebelumi kegiatan-kegiatani bisai dilanjutkani ataui menjadii semacami 

peralatani “doublei check”i yangi lebihi menjamini ketetapani pelaksanaani suatui 

kegiatan. 

                                                      
38 Kasmir, 2015, Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 264 
39 Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, PT. Rafika 

Aditama, hlm. 176 
40 Ibid, hlm. 176 
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c. Pengawasani umpani baliki (feedi backi control)i adalahi pengawasani yangi 

megukuri hasil-hasili darii kegiatani tertentui yangi telahi diselesaikan.41 

 

2.3.4 Pengawasani olehi Otoritasi Jasai Keuangan 

Pengawasani olehi OJKi dijelaskani dalami ketentuani Pasali 9i Undang-Undangi 

Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi OJKi yangi menyatakani bahwai untuki melaksanakani 

tugasi pengawasani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 6,i OJKi mempunyaii 

wewenangi yaitu: 

a. Menetapkani kebijakani operasionali pengawasani terhadapi kegiatani jasai 

keuangan; 

b. Mengawasii pelaksanaani tugasi pengawasani yangi dilaksanakani olehi Kepalai 

Eksekutif; 

c. Melakukani pengawasan,i pemeriksaan,i penyidikan,i perlindungani Konsumen,i 

dani tindakani laini terhadapi Lembagai Jasai Keuangan,i pelaku,i dan/ataui 

penunjangi kegiatani jasai keuangani sebagaimanai dimaksudi dalami peraturani 

perundang-undangani dii sektori jasai keuangan; 

d. Memberikani perintahi tertulisi kepadai Lembagai Jasai Keuangani dan/ataui pihaki 

tertentu;i  

e. Melakukani penunjukani pengelolai statuter;i  

f. Menetapkani penggunaani pengelolai statuter;i  

g. Menetapkani sanksii administratifi terhadapi pihaki yangi melakukani pelanggarani 

terhadapi peraturani perundang-i undangani dii sektori jasai keuangan;i dani  

h. Memberikani dan/ataui mencabut:i  

1. izini usaha;i  

2. izini orangi perseorangan;i  

3. efektifnyai pernyataani pendaftaran;i  

4. surati tandai terdaftar;i  

5. persetujuani melakukani kegiatani usaha; 

6. pengesahan;i  

7. persetujuani ataui penetapani pembubaran;i dani  

8. penetapani lain,i sebagaimanai dimaksudi dalami peraturani perundang-i 

undangani dii sektori jasai keuangan 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Ibid, hlm. 176 
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2.4 Kerangkai Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangani : 

Otoritasi Jasai Keuangani berdirii atasi i dasari hukumi yaitui Undang-Undangi Nomori 

21i Tahuni 2011i tentangi Otoritasi Jasai Keuangan.Otoritasi Jasai Keuangani 

merupakani lembagai independeni yangi bebasi darii campuri tangani pihaki laini 

berperani sebagaii suatui lembagai pengawasi sektori keuangani dii Indonesiai baiki 

keuangani banki maupuni noni bank.i Lembagai keuangani noni banki sepertii asuransi,i 

danai pensiun,i bursai efeki ataui pasari modal,i modali ventura,i perusahaani anjaki 

piutang,i dani perusahaani pembiayaan.i  

Otoritas Jasa Keuangan 

Fungsi, Tugas dan Wewenang  

Otoritas Jasa Keuangan 

Pengaturan Pengawasan 

Hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa 

Keuangan dalam proses pengaturan dan 

pengawasan terhadap kegiatan lembaga 

keuangan mikro di Provinsi Lampung  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  

Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam 

pengaturan dan pengawasan terhadap 

kegiatan lembaga keuangan mikro di 

Provinsi Lampung  
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Otoritasi Jasai Keuangani dalami menjalankani perannyai mempunyaii fungsi,i tugasi 

sertai wewenang.i Fungsi,i tugas,i dani wewenangi tersebuti tercantumi dalami Pasali 1i 

Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi Otoritasi Jasai Keuangani dimanai 

disebutkani yaitui : 

“Otoritasi Jasai Keuangan,i yangi selanjutnyai disebuti OJKi adalahi lembagai 

independenti dani bebasi darii campuri tangani pihaki lain,i yangi mempunyaii fungsi,i 

tugasi dani wewenangi pengaturan,i pengawasan,i pemeriksaan,i dani penyelidikani 

sebagaimanai dimaksudi dalami Undang-Undangi ini.” 

 

Diketahuii darii isii Pasali 1i Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi OJKi 

diatas,i makai fungsi,i tugas,i dani wewenangi OJKi berupai pengaturani dani pengawsani 

terhadapi kegiatani jasai keuangani yangi akani menjadii fokusi utamai dalami penelitiani 

ini.i Pengaturani dani pengawasani inii sepertii mengawasii jalannyai mekanismei 

kegiatani padai lembagai keuangan,i melakukani pemeriksaan,i penyidikan,i sertai 

perlindungani konsumen,i memberikani perintahi tertulisi kepadai lembagai keuangan,i 

menetapkani sanksii administratifi terhadapi pihaki yangi melakukani pelanggarani 

terhadapi peraturani perundang-undangani disektori jasai keuangan,i dani sebagainya.i  

 

Penelitiani inii akani mengkajii bagaimanai perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami 

pengaturani dani pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani mikroi dani 

bagaimanai hambatani yangi dihadapii olehi Otoritasi Jasai Keuangani dalami prosesi 

pengaturani dani pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani mikroi dii 

Provinsii Lampung. 
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III. METODEi PENELITIAN 

 

 

 

Pengertiani metodei secarai etimologii berasali darii Bahasai Yunanii metodosi yangi 

terdirii darii duai katai yaitui methai yangi berartii melewatii ataui melaluii dani hodosi 

yangi berartii jalani ataui cara.i Sedangkani secarai terminologii metodei merupakani 

titiki awali menujui proposisi-proposisii akhiri dalami bidangi pengetahuani tertentu.42
i 

Menuruti KBBIi metodei adalahi carai teraturi yangi digunakani untuki melaksanakani 

suatui pekerjaani agari tercapaii sesuaii dengani yangi dikehendaki:i carai kerjai yangi 

bersistemi untuki memudahkani pelaksanaani suatui kegiatani gunai mencapaii tujuani 

yangi ditentukan.i  

Metodei ilmiahi merupakani suatui prosesi yangi sangati beraturani yangi memerlukani 

sejumlahi perumusani hipotesis,i pengenalan,i pengidentifikasiani masalah,i 

perumusani hipotesis,i pengumpulani data,i analisisi data,i dani pernyataani kesimpulani 

mengenaii diterimai ataui ditolaknyai hipotesis.43
i Penelitiani merupakani kegiatani 

bermaknai untuki menggalii dani mengkajii sumberi informasii agari mendapatkani 

kebenarani hakikii darii suatui gejalai ataui peristiwai yangi terjadi.44 

                                                      
42 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, CV. Mandar 

Maju, hlm. 13 
43 I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, Sampel dan Teknik Sampel dalam 

Penelitian, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, hlm. 7 
44 I Gede AB Wiranata, 2017, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang 

Hukum, Bandar Lampung, Zam Zam Tower, hlm. 38 
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Dasarnyai penelitiani hukumi merupakani kegiatani mengungkapkani kembalii konsepi 

hukum,i faktai hukumi dani sistemi hukumi yangi adai untuki dikembangkan,i diperbaikii 

ataupuni dimodifikasii sesuaii dengani kebutuhani masyarakat.i Penelitiani yangi 

dimaksudi dalami tulisani inii adalahi pencariani penelitiani terhadapi pengetahuani 

yangi benari (ilmiah),i karenai hasili darii pencariani penelitiani inii akani dipakaii untuki 

menjawabi permasalahani ataui isui tertentu.i Dalami padai bidangi hukumi dikenali adai 

3i (tiga)i jenisi penelitian,i yaitui antarai laini penelitiani hukumi normatif,i penelitiani 

hukumi normatif-empirisi (normatif-terapan),i dani penelitiani hukumi empiris.i  

3.1 Jenisi Penelitian 

Jenisi Penelitiani yangi penulisi gunakani adalahi jenisi penelitiani hukumi normatif-

empiris.i Penelitiani hukumi normatifi empirisi menggabungkani unsuri hukumi 

normatifi yangi kemudiani didukungi dengani penambahani datai ataui unsuri empiris.i 

Dalami metodei penelitiani normatif-empirisi inii jugai mengenaii implementasii 

ketentuani hukumi normatifi (undang-undang)i dalami aksinyai disetiapi peristiwai 

hukumi tertentui yangi terjadii dalami suatui masyarakat.45
i Penelitiani normatifi adalahi 

penelitiani yangi dilakukani dengani carai mengkajii peraturani perundang-undangani 

yangi berlakui ataui diterapkani terhadapi suatui permasalahani hukumi tertentu.i 

Penelitiani normatifi jugai disebuti sebagaii penelitiani doktrinali yangi berartii 

penelitiani yangi objeki kajiannyai adalahi dokumeni peraturani perundang-undangani 

dani bahani pustaka. 

Penelitiani normatifi yangi penulisi gunakani inii untuki melakukani penelitiani hukumi 

yangi dilakukani dengani carai mempelajarii peraturan-peraturani hukumi tentangi 

                                                      
45 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, hlm. 52 
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perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami melakukani pengaturani dani pengawasani 

terhadapi lembagai keuangani mikro.i Alasani penulisi menggunakani metodei inii agari 

lebihi mudahi dalami menyajikani datai secarai langsungi dengani menyajikani datai 

yangi diperolehi darii hasili kepustakaani mengenaii peraturan-peraturani hukumi 

terkaiti dani darii lapangani berdasarkani penelitiani terhadapi Otoritasi Jasai Keuangani 

dii Lampungi sebagaii lokasii penelitiani dani informani sertai berdasarkani data-datai 

yangi diperolehi darii sumber-i sumberi pustakai yangi terkaiti dengani permasalahani 

yangi dikaji. 

 

3.2 Tipei Penelitian 

Berdasarkani permasalahani padai pokoki bahasani yangi telahi diuraikani diatas,i makai 

tipei penelitiani inii menggunakani tipei penelitiani deskriptif.i Penelitiani deskriptifi 

adalahi penelitiani yangi dilakukani untuki menyajikani gambarani lengkapi mengenaii 

fenomenai hukumi ataui kenyataani sosial,i dengani jalani mendeskripsikani 

karakteristiki darii fakta-faktai yangi berkenaani dengani masalahi yangi diteliti.46
i Padai 

penelitiani ini,i penelitii akani mengkajii Perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami 

melakukani pengaturani dani pengawasani terhadapi lembagai keuangani mikroi dani 

mengenaii hambatan-hambatani sertai masalah-masalahi yangi ditemuii olehi Otoritasi 

Jasai Keuangani dalami kegiatani lembagai keuangani mikroi khususnyai dii Provinsii 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
46 Ibid, hlm. 50 
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3.3 Metodei Pendekatani Masalah 

Pendekatani masalahi merupakani prosesi pemecahani ataui penyelesaiani masalahi 

melaluii tahap-tahapi yangi telahi ditentukan,i sehinggai mencapaii tujuani penelitian.47
i 

Padai penelitiani inii menggunakani menggunakani metodei pendekatani perundang-i 

undangani (statutei approach)i dani pendekatani noni judiciali casei study.i Statutei 

approachi adalahi penelitiani yangi dilakukani dengani carai menelaahi semuai 

peraturani perundang-undangani dani regulasii yangi bersangkuti pauti dengani isui 

hukumi yangi sedangi dijalani.48
i Pendekatani noni judiciali casei studyi adalahi 

pendekatani studii kasusi hukumi tanpai adanyai konfliki sehinggai tidaki adai akani 

campuri tangani pengadilan.49 

3.4 Jenisi dani Sumberi Data 

Sumberi datai merupakani sesuatui yangi sangati pentingi dii dalami penelitian.i Sumberi 

datai dalami penelitiani berartii subjeki darii manai suatui datai diperoleh.50
i Padai 

Penelitiani inii menggunakani datai primeri dani sekunder,i yaitu: 

a. Datai Primeri merupakani datai yangi diperolehi secarai langsungi darii masyarakati 

ataui pihak-pihaki yangi terkaiti (mengenaii perilaku).51
i Datai primeri adalahi datai 

yangi diperolehi secarai langsungi darii penelitiani dii lapangani dengani melakukani 

wawancarai terstrukturi baiki dengani parai pihaki yangi bersangkutani maupuni 

informan.i Datai primeri hanyai digunakani untuki mendukungi datai sekunderi ataui 

menguatkani datai sekunder.i Padai penelitiani inii wawancarai dilakukani dengani 

                                                      
47 Ibid, hlm. 112 
48 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Kencana Prenada 

Media Group, hlm.133 
49 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 149 
50 Ibid, hlm. 60. 
51 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit, hlm. 51. 
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Bapaki Novandii Syafriansyahi selakui pengawasi Industrii Keuangani Noni Banki 

(IKNB)i OJKi Provinsii Lampung. 

b. Datai Sekunderi adalahi datai yangi mencakupi dokumen-dokumeni resmi,i buku-

buku,i hasil-hasili penelitiani yangi berwujudi laporan,i bukui harian,i dani 

seterusnya.52
i Dalami penelitiani hukum,i datai sekunderi mencakup : 

1. Bahani Hukumi Primer. 

Bahani hukumi primeri adalahi semuai aturani hukumi yangi dibentuki dan/ataui 

dibuati secarai resmii olehi suatui lembagai negara,i dan/ataui lembaga/badani 

pemerintahani yangi untuki penegakannyai diupayakani berdasarkani dayai 

paksai yangi dilakukani secarai resmii olehi aparati negara.i Dalami penelitiani inii 

bahani hukumi primeri yangi berkaitani dengani Perani Otoritasi Jasai Keuangani 

dalami melakukani pengawasani terhadapi kegiatani Lembagai pembiayaani : 

a) Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdata 

b) Undang-Undangi Nomori 21i Tahuni 2011i tentangi Otoritasi Jasai Keuangan 

c) Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2013i tentangi Lembagai Keuangani Mikro 

d) Peraturani Pemerintahi Nomori 89i Tahuni 2014i tentangi Sukui Bungai 

Pinjamani Ataui Imbali Hasili Pembiayaani dani Luasi Cakupani Wilayahi 

Usahai Lembagai Keuangani Mikro 

e) Peraturani Otoritasi Jasai Keuangani Nomori 14/POJK.05/2014i tentangi 

Pembinaani dani Pengawasani Lembagai Keuangani Mikro 

f) Peraturani Otoritasi Jasai Keuangani Nomori 10/POJK.05/2021i tentangi 

Perizinani Usahai dani Kelembagaani Keuangani Mikro 

                                                      
52 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika,  

hlm. 31 
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g) Peraturani Otoritasi Jasai Keuangani Nomori 19/POJK.05/2021i tentangi 

Penyelenggaraani Usahai Lembagai Keuangani Mikro 

2. Bahani Hukumi Sekunder 

Bahani hukumi sekunderi adalahi seluruhi informasii tentangi hukumi yangi 

berlakui ataui yangi pernahi berlakui ataui semuai informasii yangi relevani dengani 

permasalahani hukum.i Bahani hukumi sekunderi merupakami hasili kegiatani 

teoretisi akademisi yangi mengimbangii kegiatan-kegiatani praktiki legislatifi 

termasuki jugai praktiki yudisial.53
i Bahani hukumi sekunderi dilampirkani 

dengani tujuani sebagaii bahani dukungi gunai membantui dani memahami,i 

menganalisisi dani menjelaskani bahani hukumi primer.i Bahani hukumi sekunderi 

yangi digunakani dalami penelitiani inii bersumberi darii bahan-bahani 

kepustakaan,i buku-bukui literaturi hukum,i jurnali dani makalahi yangi adai 

kaitannyai dengani penelitiani ini. 

3. Bahani Hukumi Tersier 

Bahani hukumi tersieri adalahi bahani hukumi yangi digunakani untuki 

menjelaskani lebihi rincii terhadapi bahani hukumi primeri maupuni bahani 

hukumi sekunderi sepertii Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i artikel-artikeli 

ilmiah,i dani bahani bahani lainnyai yangi berkaitani dengani masalahi yangi akani 

dibahasi padai penelitiani ini.54 

 

3.5 Metodei Pengumpulani Data 

Metodei pengumpulani datai dalami penelitiani inii dilakukani dengani studii 

kepustakaan,i yaitui dengani pengumpulani datai dengani melakukani penelusurani dani 

                                                      
53 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya), Jakarta ELSAM dan HUMA, hlm. 155. 
54 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hlm. 112. 
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menelaahi bahani pustaka.i Untuki memperolehi datai dalami penelitiani inii metodei 

pengumpulani datai yangi digunakani yaitu: 

1) Studii Kepustakaani adalahi pengkajiani informasii tertulisi mengenaii hukumi yangi 

berasali darii berbagaii sumberi yangi berhubungani dengani penelitiani ini.i Studii 

kepustakaani bersumberi darii peraturani perundang-undangan,i buku-buku,i 

dokumeni resmi,i publikasii dani hasili penelitian.i Penelitiani inii akani 

mengumpulkani datai yangi berhubungani dengani perani Otoritasi Jasai Keuangani 

dalami pengaturani dani pengawasani terhadapi kegiatani lembagai keuangani 

mikroi dii Provinsii Lampung. 

2) Studii Dokumeni adalahi pengkajiani informasii tertulisi mengenaii hukumi yangi 

tidaki dipublikasikani secarai umumi tetapii bolehi diketahuii olehi pihak-pihaki 

tertentui sepertii penelitii hukumi dani praktisii hukumi dalami rangkai pengkajiani 

hukumi maupuni pengembangani hukum.i Penelitiani inii dilakukani dengani 

mengkajii peraturani perundang-undangani dani dokumeni khususi mengenaii 

perani Otoritasi Jasai Keuangani dalami pengaturani dani pengawasani terhadapi 

kegiatani lembagai keuangani mikroi dii Provinsii Lampung. 

3) Studii Wawancarai yangi penulisi lakukani padai penelitiani hanyai untuki 

memperkuati analisisi penulisi dani bukani sebagaii datai utamai dalami penyusunani 

skripsii ini.i Penelitiani inii melakukani wawancarai kepadai Pengawasi Industrii 

Keuangani Noni Banki Otoritasi Jasai Keuangani dii Provinsii Lampungi yangi 

menanganii terkaiti pelaksanaani pengaturani dani pengawasani kegiatani lembagai 

keuangani mikroi dii Provinsii Lampung. 
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3.6 Metodei Pengolahani Data 

Padai jenisi penelitiani kualitatifi ini,i pengolahani datai tidaki harusi dilakukani setelahi 

datai terkumpuli ataui pengolahani datai selesai.i Dalami hali ini,i datai sementarai yangi 

terkumpulkan,i datai yangi sudahi adai dapati diolahi dani dilakukani analisisi datai 

secarai bersamaan.i Saati analisisi data,i dapati kembalii lagii kei lapangani untuki 

mencarii tambahani datai yangi dianggapi perlui dani mengolahnyai kembali.i 

Pengolahani datai padai penelitiani inii terdirii dari:i  

1) Reduksii Datai merupakani prosesi pemilihan,i pemusatani perhatiani padai 

penyederhanaan,i pengabstrakan,i transformasii datai kasari yangi munculi darii 

catatan-catatani lapangan.55
i Langkah-langkahi yangi dilakukani adalahi 

menajamkani analisis,i menggolongkani ataui pengkategorisasiani kei dalami tiapi 

permasalahani melaluii uraiani singkat,i mengarahkan,i membuangi yangi tidaki 

perlu,i dani mengorganisasikani datai sehinggai dapati ditariki dani diverifikasi.i Datai 

yangi dii reduksii antarai laini seluruhi datai mengenaii permasalahani penelitian.i 

Datai yangi dii reduksii akani memberikani gambarani yangi lebihi spesifiki dani 

mempermudahi penelitii melakukani pengumpulani datai selanjutnyai sertai 

mencarii datai tambahani jikai diperlukan. 

2) Penyajiani Data,i Setelahi datai dii reduksii langkahi analisisi selanjutnyai adalahi 

penyajiani data.i Penyajiani datai merupakani sebagaii sekumpulani informasii 

tersusuni yangi memberikani kemungkinani adanyai penarikani kesimpulani dani 

pengambilani tindakan.56i Penyajiani datai diarahkani agari datai hasili reduksii 

terorganisaikan,i tersusuni dalami polai hubungani sehinggai makini mudahi 

dipahami.i Penyajiani datai dapati dilakukani dalami bentuki uraiani naratif,i bagan,i 

                                                      
55  Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael, 1992, Qualitative Data Analysis , Jakarta, UI 

Press,  hlm 16. 
56 Ibid, hlm. 17 
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hubungani antari kategorii sertai diagrami alur.i Penyajiani datai dalami bentuki 

tersebuti mempermudahi penelitii dalami memahamii apai yani terjadi.i Padai 

langkahi ini,i penelitii berusahai menyusuni datai yangi relevani sehinggai informasii 

yangi didapati disimpulkani dani memilikii maknai tertentui untuki menjawabi 

masalahi penelitian. 

3) Menariki Kesimpulani ataui Verifikasii merupakani tahapi penarikani kesimpulani 

darii semuai datai yangi telahi diperolehi sebagaii hasili darii penelitian.i Penarikani 

kesimpulani ataui verifikasii adalahi usahai untuki mencarii ataui memahamii 

makna/arti,i keteraturan,i pola-pola,i penjelasan,aluri sebabi akibati ataui proposisi.i 

Sebelumi melakukani penarikani kesimpulani terlebihi dahului dilakukani reduksii 

data,i penyajiani datai sertai penarikani kesimpulani ataui verifikasii darii kegiatan-

kegiatani sebelumnya.i Setelahi melakukani verifikasii makai dapati ditariki 

kesimpulani berdasarkani hasili penelitiani yangi disajikani dalami bentuki narasi.i 

Penarikani kesimpulani merupakani tahapi akhiri darii kegiatani analisisi 

data.Penarikani kesimpulani inii merupakani tahapi akhiri darii pengolahani data. 

 

3.7 Analisisi Data 

Analisisi datai merupakani merupakani suatui prosesi mengorganisasikani dani 

menggunakani datai dalami polo,i kategori,i dani satuani uraiani dasari sehinggai dapati 

ditemukani temai dani dapati dirumuskani suatui hipotesai kerjai sepertii yangi 

disarankani olehi data.57i Analisisi datai yangi digunakani penulisi dalami penelitiani inii 

adalahi metodei deskriptifi analitik.i Metodei deskriptifi analitiki yaitui 

mendeskripsikani datai yangi dikumpulkani berupai kata-kata,i gambar,i dani bukani 

                                                      
57 Edi Ikhsan dan Mahmul Siregar, 2009, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum 

Sebagai Bahan Ajar, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 28 
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angka.i Datai yangi berasali darii naskah,i wawancara,i catatani lapangan,i dokuman,i 

dani sebagainya,i kemudiani dideskripsikani sehinggai dapati memberikani kejelasani 

terhadapi kenyataani ataui realitas.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58 Sudarto, 1997, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 66. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

5.1. Simpulan 

1. OJK Provinsi Lampung telah berperan secara optimal dalam proses pengaturan 

dan pengawasan operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengawasan 

yang dilakukan oleh OJK Lampung melalui pengawasan on site dan 

pengawasan off site meliputi pengawasan langsung, pengawasan tidak 

langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian. OJK provinsi Lampung 

menggunakan dua dari tiga bentuk pengawasan tersebut yaitu pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung, dimana di OJK provinsi Lampung 

dikenal dengan pengawasan on site dan pengawasan off site. Sedangkan untuk 

pengawasan berdasarkan kekecualian atau pengawasan intensif, sejauh ini 

belum ada bank syariah di provinsi Lampung yang diawasi dengan pengawasan 

intensif atau pengawasan khusus, pengawasan yang dilakukan OJK provinsi 

Lampung masih dalam pengawasan normal yaitu dengan pengawasan on site 

dan off site. 

2. Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Pengaturan dan Pengawasan Terhadap 

Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung tidak mengalami 

hambatan, hanya saja terjadinya permasalahan LKM di Provinsi Lampung 

yang ditemukan oleh OJK Provinsi Lampung pada saat melakukan pengawasan 

terhadap jalannya kegiatan lembaga tersebut yaitu kuantitas dan kualitas SDM 
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LKM yang belum dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasional LKM, 

keterbatasan ketersediaan dan kemampuan SDM terkait optimalisasi 

penggunaan teknologi pendukung kegiatan LKM, dan praktik penyelenggaraan 

kegiataan usaha LKM yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 

5.2. Saran 

1. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat melakukan pembinaan terkait 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam Lembaga Keuangan Mikro 

agar menciptakan SDM yang berkualitas sehingga dapat menunjang kegiatan 

operasional LKM itu sendiri.  

2. Setiap Lembaga Keuangan Mikro agar pengawasan berjalan dengan baik, 

LKM harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan mematuhi segala 

aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terkait LKM 

berjalan dengan baik adalah kepercayaan masyarakat berpenghasilan rendah 

untuk memperbaiki ekonomi, LKM turut serta memajukan ekonomi 

pembangunan nasional. 
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